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PENGARUH MOTIVASI TERHADAP HUBUNGAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

EHRMANN SUHARTONO
Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Yogyakarta

ABSTRACT

This study tries to understand and prove the influences of (l) local government budget goal clarity
and locql government budget participation on local government institution's performance
accountability (2) motivation on the relation of budget goal cl.arity and budget participation as well
as local government inslttution's per.formance accountability. The subjects of this study are 148
middle and lower managers in local government instttutions including section heads/department
heads/sub-section head in governmental institurions under the municipaliry and regencies in the
Special Provinces of Yogtakarta. The results show that budget goal clarity- and budget parttcipation
in-fluence local government institurion's performance accountability. Then motivation acts as
moderating variable in the relation of local government budget goal clarity and local government
budget participation with local government insfittttion's performance accountability,

Keywords: budget. goal elarity. participation, motivation, performonce accountability.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan

Undang-Undang No. 33 tahun 2004, mengenai
Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah
merubah akuntabilitas atau
pertanggungjawaban pemerintah daerah dari
pertanggungjawaban vertikal (kepada
pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban
horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).
Selanjutnya, UU No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara memuat pula tentang
keharusan pemerintah daerah men,,usun
laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut
akan menjelaskan prestasi kerja satuan kerja
perangkat daerah. Hal ini berlujuan untuk
mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang
lebih berakuntabilitas. Menurut BPKP (1998),

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
organisasi dalam rangka untuk mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran-sasiran yang telah
ditetapkan.

Pengelolaan pemerintah daerah yang
berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran
pemerintah daerah. FIal ini sesuai dengan
pendapat Mardiasmo (2002a), yang
mengatakan wujud dari penyelenggaraan
otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien,
efektil adil, dan merata untuk mencapai
akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan
dalam pengelolaan sumber daya tersebut
dengan baik untuk mencapai kinerja yang
diharapkan oleh masyarakat dan untuk
menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan
penting di lingkungan pemerintah daerah, Hal
ini terkait dengan dampak anggaran terhadap
akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan
fungsi pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu,
anggaran merupakan dokumen/kontrak politik
antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang
akan datang (Mardiasmo, 2002b). Selanjutnya,
DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah
melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini
sesuai dengan ogency theory yang mana
pemerintatr sebagai agent dan DPRD sebagai
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princi pal. Anggaran. merupakan -,*t -^:il*
Pada Penelitian mengenai

sasaran anggaran, penelitian Locke

rlalam Kenii (1979) dan Kenis"*.".Jg"r, 
-i##masi 

asimetri ay fll*l
dampak

(1e67)
(le7e)

I i t hr-"it I 

"tal 
dari a g e n t aterv p emerintah daerah

Cyut.iiuou, 2003) serta merupakan 
-proses

"lrioUilitut 
publik (Bastian, ?99l-i ry-ttuttt'

;ooi, il;u l* Pendlebury, 1996)' Hal ini

menyebabkan penelitian di bidang anggaran

il;;;;tintah daerah, menjadi relevan dan

penting.t-"'---o'Krni, 
(1979) mengatakan terdapat

beberapa karakteristik sistem penganggaran'

oru i* beberapa karakteristik anggaran

tersebut adalah partisipasi penyusunan

;;; dan keielasan sasaran anggaran' Pada

ilfi;is P.*r.intuh daerah' PartisiPasi

Denvusunan anggaran adalah keterlibatan aparat

instansi pemerintah daerah dalam menyusun

u*nur* tersebut pada instansi pemerintah

ffi:Ji-d;- bersangkutan' Menurut Kenis

(1979),' adanya partisipasi.. penyusunan

*ggui* akan membuat individu merasa

ter-liiat dalam anggaran tersebut dan membuat

individu merasa bertanggung-jawa! untuk

o"n.uoui*vu. Hal ini akan meningkatkan

akuntabilitas kinerjanya' Selanjutnya' 
^sasar .an

*ggot* tercakup dalam Rencana Strategts

Oilt"ft (Renstrada) dan Program Pembangunan

;;;;J @roPeda). Menurut Kenis (1e7e)'

adanya sasaran anggaran yang jelas' tT
memudahkan individu untuk mencapaurya'

i'e-1.arrjilt", kinerja individu akan meningkat

r.*rig,tl.upai1va sasaran anggaran sekaligus

untuk mencapar akuntabilitas kinerja individu

(Abdullah, 2004)'' Jumlatr penelitian-penelitian mengenal

tuUungan partisipasi penyusuruur anggaran dan

kejelisan sasaran anggaran dengan

dampaknya, terutama akuntabilitas kinerja

i;;6;#;erintah masih sedikit' Pada konteks

penelitian dampak partisipasi penlusuluul

l.ggur*, peneliiian-penelitian tersebut belum

a-iiip"**' fr*it yang konsisten',, Penelitian

t*n dilakukan otttt Brownell (1982a)'

ilro"*n.ff dan Mclnnes (1985), Lucyanda

tjtiorl menemukan hubungan positif dan

signifiLan antara partisipasi penyusunan

;;; dengan kinerja' Sebaliknya' penelitian

r;; dilakukan oletr Miiani (1975) dalam

ir,r,Iailrg98) dan Rivadi (1998) menemukan

;;'br*;" yang tidak signifikan' Sementara itu'
'i,.rdy 

(rq6o; grian dan Locke (1967) dalam

Lucl'anda (2001) menemukan hubungan yang

negaiif.

mengatakan hubungan kejelasan sasaran

ungiutun dengan kinerja manajerial

*ll"urjokla" trasit yang signifikan' Demikian

juga, penelitian Darma (2004) mendukung

ud*ut hubungan antara kejelasan sasaran

*gg** dengan kinerja manajerial..dalam

r.Jnlr.r p.*.iintuh daeratr. Hal ini didukung

penelitian Abdullah (2004) yang-fengatakan

ierdapat hubungan ya$g signifikan . antara

kejeiasan sasaran anggaran dengan

JuntaUititas kinerja insunsi pemerintah'

Nu*un sebaliknya, penelitian Adoe (2002)

menunjukAan kejllasan sasaran anggaran tidak

U.rp"ngu*f, secara signifikan terhadap kinerja

*uoajJrial. Penelitian Jumirin (2001)

.engat kan tidak terdapat hubungan yang

sisnifikan antara kejelasan sasaran anggaran

aJngun akuntabilitas kinerja instansi

Pemerintah"' 
ukkanHasil temuan Yang menunJ

adanya ketidakkonsistenan antara penelitian

satu dengan penelitian lainnya, menunjukkan

kemungkinan adanya variabel la]n yang

mempirgaruhi hubungan u"tutl. kejelasan

;;rfu ioggut* dengan akuntabilitas tinerja
irtu"rl plirerintah' Fahrianta dan Ghozali

(2002) iun Riyanto (2003) mengatakan

kemungkinan belum adanya kesatuan hasil

peneli-tian mengenai 
- 
anggaran dan

'i*ptit *ioya, disebabkan adanya faktor-faktor

tertentu (iituational factors) atau yang lebih

dikenal dengan istitatr variabel kontijensi

(contingency variables). Hal ini didukung

iuyanto' (ioo:) yang mengatakan. perlunya

penelitian mengenai pendekatan. kontijensi'

ienelitian tersebut untuk menguji contextual

factors yang mempengaruhi hubungan antara

,irtt* pengendalian dengan kinerja dan

akuntaUifitasnya. Sistem pengendalian termasuk

anggaran sldangkan tt*jt 
-termasuk

ut inttUitit tnya (Abdullah' 2004)' Pendekatan

kontijensi memungkinkan a{pVa.variabel-
variatel lain yang bertindak sebagai variabel

intervening atau variab el moderating'

Banyak penelitian-penelitian terdahulu

yang menggunakan variabel'variabel
modirating untuk penelitian mengenai sistem

pengendalian dan implikasinya-' 
- 

Contohnya
'"d"ttt motivasi (Brownell dan Mclnnes, 1986;

Fahrianta dan Ghozali, 2002; Riyadi, 1998;

Lucyanda, 2001), desentralisasi (Miah dan Mia'
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.996). loats of control (Brownell, 1982b;
indriantoro, 2000), komitmen terhadap
:imsahaan (Nouri dan Parker, 1996),
.^;omitmen terhadap tujuan (Chong dan Chong,
1002: Wentzel, 2002; Drvianasari, 2004),
rntbrmasi (Charlos dan Poon, 20C0), kultur
organisasi (Connor, 1995) dan, lingkungan
{Kren,1992).

Penelitian Mitchell (1929) dalam
Brorvnell dan Mclnnes (1986) menunjukkan
r ariabel motivasi berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja manajerial. Brownell dan
\{clnnes ( t 986) mengatakan motivasi
seharusnya dipertimbangkan dalarn penilaian
krnerja manajerial. Selain itu, penelitian Kenis
(1979) menunjukkan adanva pengaruh
signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap
motivasi. Penelitian-penelitian di atas
menunjukkan kemungkinan adanya vanabel
motivasi yang berpengaruh terhadap hubungan
kejelasan sasalan anggaran dan partisipasi
penlusunan anggaran dengan akuntabilitas
kinerja. Pada konteks pemerintah daerah, aparat
yang merasa sasaran kinerjany'a jelas, akan
lebih bertanggung-jawab jika didukung dengan
motivasi aparat yang tinggi terhadap organisasi
(instansi) pemerintah daerah. Hal ini akan
mendorong akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di mana aparat pemerintah daerah
tersebut berada.

KERANGKA TEORITIS DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran daerah harus bisa menjadi
tolak ukur pencapaian akuntabilitas kinerja
yang diharapkan, sehingga perencanaan
anggaran daerah harus bisa menggambarkan
sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis
(1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan
sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara
jelas dan spesifift dengan tduao agar anggaran
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran
anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran
anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas,
spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka
yang bertanggung-jawab untuk
melaksanakannya.

Kenis (1979) menemukan bahwa
pelaksana anggaran memberikan reaksi positif
dan secara relatif sangat kuat untuk
meningkatkan kejelasan sasaran anggaran.

Reaksi tersebut adalah perungkatan kepuasan
kerja, penurunan ketegangan kerj a, pen ingkar.:n
sikap karyawan terhadap anggaran, krner3a
anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana
anggaran secara signifikan, jika sasalzrn
anggaran dinyatakan secara jelas. Locke ( I 96 8 )
dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa
penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif
daripada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal
ini akan mendorong karyawan untuk
melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan
yang dikehendaki sehingga akan berimplikasi
pada akuntabilitas kinerj an;'a.

Adanya sasaran anggaran yang jelas,
maka akan mempermudah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam
rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. FIal ini berimplikasi pada
peningkatan akuntabilitas kine{a. Beberapa
penelitian seperti Latham dan Yukl (1975),
Steers (1976), Ivancevich (i976) dalam Kenis
(1979), Darma (2004) menunjukkan adanya
pengaruh positif antara kejelasan sasaftrn
anggaran yang spesifik dengan kinerja dan akan
meningkatkan akuntabilitas kinerjanya
(Abdullah,2004)

Locke (1958) dalam Kenis (t979)
mengatakan kejelasan sasaran anggaran
disengaja untuk mengatur perilaku karyawan.
Ketidakjelasan sasaran anggaran akan
menyebabkan pelaksana anggaran menjadi
bingung. tidak tenang dan tidak puas dalam
berkerja. FIal ini menyebabkan pelaksana
anggaran tidak termotivasi untuk mencapai
kinerya ),arlg diharapkan sehingga akan
menurunkan akuntabilitas kinerjanya
(Abdullah, 2004; Jumirin, 2001). Sebaliknya,
jika terdapat kejelasan sasar.ul anggaran maka
pe laks ana anggaran termotivasi untuk mencapai
kineia .vang diharapkan sehingga akan
meningkatkan akuntabilitas kiner.janya.
Berdasarkan uraian di atas, disusun hipotesis
dalam konteks pemerintah daerah, sebagai
berikut:
Hal: Kejelasan sasaran anggaran

berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah.
Locke (1968) dalam Kenis (1979)

mengatakan kejelasan sasaran anggaran
disengaja untuk mengatur perilaku karyawan.
Ketidakjelasan sasaran anggaran akan
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rnenyebabkan pelaksana anggaran menjadi

ilirei,"g, ,iJ* i.n*e d*.'i.d3k Pu*,-11::
Partisipasi aparat pemerintah- daerah

dalam proses penganggaran pemerintah daerah

*rnguiutt P;du seberapa besar - tingkat

keterlibatan apaxat pemerintah daerah dalam

menyusun anggaran daerah- serta
pelaksanaannya untuk mencapai target

anggaran. Aparat pemerintah daerah yang

teilbat dalarn Prose$ penganggaran pemerintah

daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian

d"i;' pengambilan keputusan melalui

n.gotiutl'terladap target anggarl, .Hal ini-rffiut 
penting kaiena apara! pemerintah daerah

.d *rr*J Produktif dan Puas terhadaP

pekerjaannya sehingga memungkinkan

*un.ulnyu perasaan berprestasi y3g akan

meningkatkan kinerjanya. Selain itu, jika aparat

terlibat dalam Proses penyusunan anggaran'

akan membuat aparat merasa terlibat dalam

anggaran tersebut dan membuat aparat merasa

U.ii*ggung-jawab untuk pencapaiannya' Hal

iru aka]i meningka&an akuntabilitas kinerjanya'

LgOt (1952) dalu* Kenis (1979) mengatakan

t"i.1 aiti kinerja yang efektif adalah apabill

toiu* dari anggaran tercapai dan partisipasi

dari bawahan memegang peranan penung

dalam mempertanggungjawabkan pencapaian

tujuan tersebut.
Pe nelitian-penelitian terdahulu

menunjukkan adanya hubungan antara

partisiiasi Psnyusunan anggaran dengan

autnpu:*yu, seperti Kenis (19?9), Brownell

(198)a), 
-Brownell 

dan Mclnnes (1986), Frucot

ian Shiaron (1991), lndriantoro (2000), dan

Lucyanda (2001). Penelitian Adoe (2002)

menemukan adanya hubungan positif dan

signifikan antara partisipasi penyusunan

nftgut* dengan kinerja dansikap-aparat dalam

tol"ief.t pemerintah daerah, khususnya di

iemda Nut, Tenggara Timur' Hal ini

menunjukkan dengan adanya peningkatan sikap

aparal akan berimplikasi pada peningkatan

akuntabilitas kinerj anYa.

Berdasarkan uraian di atas, daPat

disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Partisipasi penyusunan anggaran

berpengaruh Positif terhadaP

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah daerah.

Kenis (1979) mengatakan anggaran

tidak hanya sebagai alat perencanaan dan

pengendalian biaya dan pendapatan dalam

putut pertanggungjawaban dalam suatu

lrganisasi. Di 
- sisi lain, anggaran juga

mirupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk

i.'r.".,r"l' ii"L ini irenyebabkan pelaksana

;;;; tidak termotivasi untuk mencaPai

#;il )ans diharaPkan' .Hu]- Y,. 'k*
;;; ;;*'s i aiuntabil itas kinerj a' Kenis ( I 97 e)'

menlatakal, anggaran tidak hanya sebagai alat

o.i.i.** d." pengendalian biaya dan

;;;;;; dalam iutut Ptttuoggungjawaban
suanr organisasi. Pada sisi lain, anggaran Juga

;;16;"lat bagi manajer tingkat atas untuk'

,r."gt""iAinasik-an, mengkomunikasikan'

;ffi;;;i;;;i kinerja dan.. .memotivasi-Uu*it 
*nyu. Jones d," Pendlebury (1996)

mengatakan anggaran - seharusnya bisa

memitivasi secara optimal terhadap karyawan'

Mardiasmo (2002b) mengatakan . 
anggaran

*.*putun alat motivasi bagi aparat

p.,*.iir"f, Anggaran merupakan elemen

ffi;t dalarn siJdm pengendalian manajemon

iur.nu- anggaran tidak- saja sebagai alat

;;;;;;*d-k.u*g*, tetapi juga sebagai alat

lr"iir*i (Kenis, tgzg; Ct'o* '! 1!'' 1988;

eri""v a* Govindarajan, 1998' Halim et al''

2000).
Riyanto (2003) mengatakan 

. 
hubungan

karakteristik anggaran, dalam hal ini-kejelasan

sasaran anggaran, dipengaruhi oleh. fbkto'
i"k ;; indiiidual vang uersifat psyclol.ogical

iiiiiu,rt. Efektii atau tidaknva kejelasan

sasaran anggaran sangat ditentukan oleh

o, iclt o t o si cil at tri b ute s' Sehingga faktor'faktor

i;ei;td;i tersebut beriungsi sebagai

oemoderasi dalam hubungan kejelasan sasarirn

;;;;;;;.ngan akuntabilitas kinerja. instansi

;il;;t h ?aetah. Contoh PsYchological

i tt ribut q tersebut adalah motivasi'

Kejelasan sasaran anggaran akan

membantu aparat untuk mencapai akuntabilitas'r.ir.tl" y*i aiuutapkan, dengan mengetahui

s.asa; *gI**. Pincapaian ki1eq1 ini akan

terkait dengan motivasi' Hal ini disebabkan'

*otiu*i ying tinggi akan membantu aparat

urtur. riui[ mempertanggungiawabkan
[i".r]-vu. Dengan kata lain' akuntabilitas

kine{a akan dipengaruhi oleh.kejellan sasaran

*ggut*, yaog aiOuttung oleh motivasi aparat'

;.fi;;t6 riraian di atas, disusun hipotesis

aaurn konteks pemerintah daerah' sebagai

benkut:
iaZ. Semakin tinggi kesesuaian kejelasan

sasaftrn anggaran dengan motlvasl'

semakin tiilgi akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah daerah

.

:l;

!t

t,

Xti



Pengaruh Motivasi terhadap Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran , Suira:'-or,:

memotivasi bawahannya. Hasii dari peneiitian-
penelitian mengenai keterkaitan partisipasi
penyusunan anggaran dengan motivasi,
mengatakan adanya hubungan yang positif
(Flostede, 1967 dan Searfoss et al, 1973 dalam
Kenis, 1979; Kenis. 1979; Merchant, l98l;
Brownell dan Mclnnes, 1986; Frucot dan

Shearon,1991).
Riyanto (2003) mengatakan hubungan

karakteristik anggaran, dalam hal ini partisipasi
penyusunan anggaran, dipengaruhi oleh fal'tor-
faktor individual yang bersifat psychol.ogical
attributes. Efektif atau tidaknya kejelasan
sasaran anggaran sangat ditentukan oleh
p s y c ho I o gi c a I at tr i b u t e s. Sehingga faltor-faktor
individual tersebut berfungsi sebagai
pemoderasi dalam hubungan kejelasan sasaran
anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah. Contoh psychological
at t ri b ut e s tersebut adalah motivasi.

Riyadi (1998) mengatakan partisipasi
penlusunan anggaran merupakan sarana bagi
karyawan untuk dapat lebih mengerti terhadap
apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya,
partisipasi penyusunan anggaran akan
membantu karyawan untuk
mempertanggungfawabkan kinerja mereka
dengan mengetahui target anggaran. Perbaikan
kinerja ini akan terkait dengan motivasi
(Gibson, 2000; Tutupoho, 1993). Dalam
konteks pemerintah daerah, partisipasi
penyusunan anggaran membuat aparat
mengetahui apa yang harus
dipertanggungjawabkan sehingga membuat
aparat lebih termotivasi untuk memperbaiki
kinerjanya dan mempertanggungjawabkannya.
Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja akan
dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan
anggaran, yang didukung oleh motivasi aparat.

Berdasarkan uraian di atas, disusun
suatu hipotesis sebagai berikut:
Ha4 : Semakin tinggi (rendah) kesesuaian

partisipasi penyusunan anggaran
dengan motivasi, semakin tinggi
(rendah) akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah,

METODOLOGI PENELITIAN

Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari
data primer melalui metode survei.

Pengambilan sampel dilakukan dengan eara
purposive sampling. Pertimbangan penama
adalah responden penelitian ini merupalian
manajer tingkat menengah dan tingkat bau'ah
dari pemerintah daerah yaitu pejabat setingkat
kepala, kepala bagian/ bidang/ subdinas dan
kepala subbagiarv' subbidang/ seksi dari badan,
dinas dan kantor pada pemerintatr daerah kota/
kabupaten se-propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pemilihan badan, dinas, dan kantor
dilakukan dengan alasan yaitu instansi tersebut
inerupakan satuan kerja pemerintah, yang
berarti menggunakan dan melaporkan realisasi
anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari
pemerintah daerah (Abdullah, 2004).

Pertimbangan kedua adalah manajer
tingkat atas pada pemerintah daerah tidak
termasuk dalam responden penelitian ini.
Bupati atau Walikota merupakan jabatan
politis yang dipilih melalui DPRD dan partai
politik pada kurun waktu tertentu.
Pertimbangan ketiga adalah pejabat struktural
pada satuan kerja sekretariat daerah tidak
termasuk sebagai responden. Hal ini dengan
pertimbangan yaitu sekretariat daerah tidak
berhubungan secara langsung dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
dibandingkan badan/ dinas/ kantor (Darma,
2004).

Pengukuran Variabel

Vanabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah variabel kejelasan
sasaran anggaran, variabel partisipasi
penlusunan anggaran, variabel motivasi dan
variabel akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah. Instrumen yang digunakan untuk
mengukur variabel-variabel tersebut, diadopsi
dari penelitian-penelitian terdahulu dan telah
banyak digunakan peneliti sebelumnya.

Kejelasan sasil:ln anggaran merupakan
sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara
jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran
ailggaran tersebut. Variabel kejelasan sasaran
anggaran diukur dengan menggunakan 3
pertanyaan yang digunakan oleh Kenis (1979)
yang telah disesuaikan Saprudin (2001) dan
Abdullah (2004). Variabel kejelasan sasar.an
anggaran diukur menggunakan skala tujuh poin,
di mana skala rendah (1) menunjukkan
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rendahnya kejelasan sasaftm anggaran dan skala
tinggi (7) menunjukkan tingginya kejelasan
sasaEln anggaran.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah
tingkat keterlibatan dan pengaruh para individu
dalam proses penyusunan anggaran. Variabel
partisipasi penlusunan anggaran diukur dengan
instrumen yang dikembangkan Milani (1975),
Brownell dan Mclnnes (1986), fuyadi (1998).
Instrumen ini sudah disesuaikan untuk konteks
pemerintah daerah oleh Adoe (2002'), dan Nor
(2003). Instrumen ini mengukur keterlibatan
manajer dalam penyusunan anggaran.
Responden diminta untuk menjawab enam item
pertanyaan yang mengukur tingkat partisipasi
dalam proses penyusunan anggaran dengan
menggunakan skala 7 poin, di mana skala
rendah (l) menunjukkan partisipasi yang tinggi,
sedangkan skala tinggi (7) menunjukkan
partisipasi rendah.

Motivasi adalah suatu derajat seorang
individu ingin dan berusaha untuk
melaksanakan tugasnya dengan baik (Brownell
dan Mclnnes, 1986). Variabel motivasi diukur
dengan instrumen yang dikembangkan oleh
Lawler (1977) dalam Riyadi (1998) dan telah
digunakan penelitian sebelumnya (Brownell
dan Mclnnes, 1986; Tutupoho, 1993; Riyadi,
1998; Lucyanda, 2001). Instrumen ini
mengukur motivasi kerja seseorang. Penelitian
ini mengacu pada expectancy theory yang
terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama
terdiri dari 11 pertanyaan yang berkenaan
dengan apa yang diharapkan apabila telah
melakukan sesuatu dengan baik atau effort to
performance expectancy (epe). Bagian kedua
berisi ll pertanyaan yang berisi tentang
seberapa penting penghargaan yang diinginkan
atau performance to outcome expectancy (poe).
Bagian ketiga berisi 3 pe(anyaan yang
berkaitan dengan harapan yang diinginkan
apabila bekerja keras atau valence (v)
Instrumen pengukuran variabel motivasi kerja
menggunakan skala tujuh poin dengan skala
rendah (l) menunjukkan motivasi rendah dan
sebaliknya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah
adalah suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam
rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban. Variabel
akuntabilitas kinerja pernerintah diukur dengan

menggunakan instrumen yang dikembangkan
oleh Jumirin (2001) dan Abdullah (2004). Item-
item disesuaikan dengan konteks pemerintah
daerah. Jumlah item pertanyaan adalah 13 item
dengan skala Likert 1-7.

Metode Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menguji pengaruh moderasi dengan
menggunakan model nilai selisih mutlak dari
Brownell (1982b), Frucot dan Shearon (1991),
dan Indriantoro (2000). Rumus pers:unaaan
regresi tersebut adalatr sebagai berikut:

A=bO+blXs*e............... ..........(1)
A=bO+b lXzs+b2Xzm+b3lXzs-Xzml+ a .... (Z)
A=bO+blxp*e.............. .........,(3)
A=b0+b lxzp+b2Xzm+b3lXzp-Xzml+e.... (4)

Keterangan
A :akuntabilitas kinerja

pemerintah;
b0-3
Xs
Xp

Xzs

xzp

Xzm
lXzs-Xzml

: koefisien regresi;
: kejelasan sasarim anggaftrn;
:partisipasi penyusunan
anggaran;
nilai standardized kejelasan

sasafim angg:uan;
nilal standardized partisipasi

penyusunan anggaran;
nilai s tanda rdi ze d motivasi;
nilai absolut perbedaan nilai
standardized kejelasan
sasar:rn anggaran dengan nilai
standardized komitmen
organisasi;
nilai absolut perbedaan nilai

standardized partisipasi
penyusuruur anggaran dengan
nilai standardized motivasi;
dan
effor

lXzp-Xzml

ANALISIS DATA DAN HASIL

Diskripsi Data

Pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Kuesioner tersebut didistribusikan langsung
oleh peneliti atau kurir kepada responden.
Jumlah kuesioner yang dikirim kepada
responden sebanyak 236 kuesioner. Kuesioner
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Tabel I
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah Persentase

Jumlah dikirim

Jumlah tidak kembali

Jumlah kembali

Jumlah kembali tetapi rusak

Jumlah yang dianalisis

236

(6e)

167

(1e)

148

r00%

29%

7r%

8%

63%

Tabel2
Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pearson Cronbach Alpha
Sasaran

Partisipasi

EPe

Poe

Y

Akuntabilitas

0,497-0,651

0,568-0,962

0,569-0,799

0,510-0,909

0,879-0,920

0,521-0,949

0,8576

0,8735

0,8954

0,9004

0,8764

0,8653

yang kembali sebanyak 167 kuesioner,
Kuesioner yang rusak sebanyak 19 kuesioner.
Kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 148
kuesioner. Perhitungan tingkat pengembalian
kuesioner disajikan dalam Tabel l. Tingkat
pengembalian kuesioner mencapai 63%
sehingga melebihi minimal 20Yo dan kuesioner
yang didistribusikan. Dengan demikian, data
tersebut sudah mencukup sebagai ukuran
sampel untuk tujuan analisis dan telah memiliki
sifat-sifat bentuk distribusi normal (Wonacot
dan Wonacot, 1995 dalam Abdullah, 2004).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan uji
homogenitas data, yaitu dengan melakukan uji
korelasi antara skor item-item pertanyaan
dengan skor total (Pearson Correlation).
Masing-masing item pertanyaan berkorelasi
positif terhadap skor total pada tingkat
signifikansi l%. Hal ini menunjukkan
instrumen tersebut dinyatakan valid. Hasil
pengujian validitas tercantum dalam tabel2.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk
menentukan tingkat kepercayaan minimal yang
dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban
yang diterima. Uji reliabilitas instrumen
penelitian dilaksanakan dengan rnelihat

konsistensi koefisien Cronbach Alpha untuk
semua variabel. Menurut Nunnaly (1978) dalam
Ghozali (2002), instrumen penelitian dikatakan

fandal (reliable), jika nilai Cronbach Atpha
lebih dari 0,6. Berdasarkan tabel Z, nilai
Cronbach Alpha diketahui lebih besar dari 0,6.
Hal ini berarti instrumen penelitian dinyatakan
reliabel.

UjiAsumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan tiga jenis
uji asumsi klasik yang mendasari model analisis
regresi, yaitu pengujian multikolinientas
dengan- menggunakan nilai VIF, pengujian
heteroskedastisitas dengan metode poi arn
pengujian normalitas dengan menggunakan
normal probability plot. lJji autokorelasi tidak
dilakukan karena data bersifat silang tempat
(Kuncoro, 2001).

Hasil pengujian multikolinieritas pada
tabel 3 menunjukkan tidak satu pun variabel
yang menunjukkan nilai VIF di atas 10, yang
berarti tidak terjadi multikolinieritas di antara
variabel-variabel tersebut (Ghozali, ZOOZ).
Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau
tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah
dengan melakukan $i park. Uji park dilakukan
dengan cara melihat variabel independen
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Tabel3
Uji Asumsi Klasik

Uji Park

Model2

Model4

1,335

1,274

1,165

1,049

1,020

1,008

0,162.

0,584

0,336

0,254

0,365

Sasaran

Motivasi

Akuntabilitas

Partisipasi

Motivasi

Akuntabilitas

zed Residual

Observed Cum Prob

Dependent Variable: AKIP

Gambar 1

Grafik Normalitas

dengan nilai logaritma residual yang telah

dikriadratkan. Jika hasilnya menunjukkan secara

statistik tidak signifikan berarti tidak terdapat

heteroskedastisitas dalam model penelitian

tersebut (Ghozali, 2OO2\. Hasil pengujian pada

tabel 3. memperlihatkan bahwa semua variabel

independen untuk model penelitian

menunjukkan hasil yang tidak signifilian Hal

ini mengindikasikan asumsi homoskedastisitas

telah terpenuhi dalam penelitian ini.
Salatr satu cara untuk mengetahui

normalitas data adalatr dengan menggunakan

normal probability plot. Hasil narmal

probability p/or untuk model penelitian kedua

d- t<etigi, disajikan pada gambar 1'

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini telah memenuhi asumsi

normalitas karena data sesungguhnya mengikuti

garis diagonalnYa (Ghozali, 2002\'

Pengujian HiPotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan

menguji pengaruh moderasi dengan

menggunakan model nilai selisih mutlak dari

Brownell (1982b), Frucot dan Shearon (1991),

dan Indriantoro (2000). Hasil pengujian regresi

tersebut seperti di tabel 4.

Hasil analisis regresi untuk pengujian

pertama menunjukkan R2 sebesar 0,154. FIal ini

berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah daerah hanya bisa

dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaftm

anggaran sebesar l5,4oh sedangkan sisanya
g4i' dijelaskan oleh variabel lain di luar

model. Uji Anova atau F ,esr menghasilkan

signifikansi p value sebesar 0,000 atau p<0,05'

Hal ini berarti model regresi dapat digunakan

untuk memprediksi variabel akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah daerah dengan

prediktornya yaitu variabel kejelasan sasaran

anggaran. Pengujian selanjutnya menunjukkan

nilai koefisien kejelasan sasaran anggaran

sebesar 0,342 dengan tingkat signifikansi p

value sebesar 0,000 atau p<0,05. Hasil ini
menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran

VTF
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Tabel4
Uji Hipotesis

Koefisien P-Value R2

Hal

Ha3

Ha4

S

Zscore(S)

Zscore(M)

lzs zMl
P

Zscore(P)

Zscore(M)

lzP zMl

0,342

0.1 35

0,356

0,152

0,254

0,176

0,1 53

0,223

0,000

0,008

0,023

0,024

0,000

0,017

0,006

0,043

0,154

0,264

0,135

0,142

p=0,00

p=0,00

p=0,00

p=0,00

berpengaruh positif signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
kabupaten dan kota di wilayah propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Abdullah (2004).

Hasil analisis regresi untuk pengujian
kedua menunjukkan R2 sebesar 0,264. FIal ini
berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah bisa
dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran

anggaran dan motivasi sebesar 26,40
sedangkan sisanya 73,6o/0 dijelaskan oleh
variabel lain di luar model. Uji Anova atau F
tesl menghasilkan signifikansi p value sebesar
0,000 atau p<0,05. Hal ini berarti model regresi
dapat digunakan untuk memprediksi variabel
akuntabilitas kined a instansi pemerintah daerah.

Pengujian selanjutnya menunjukkan lXzs-Xzml
dengan tingkat signifikansi p value sebesar
0,024 atau p<0,05. Hasil ini menunjukkan
bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan
terhadap hubungan kejelasan sasaran anggaran
dengan akuntabilitas kinerj a instansi pemerintah
daerah.

Hasil analisis regresi untuk pengujian
ketiga menunjukkan R2 sebesar 0,135. Hal ini
berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah hanya bisa
dij elaskan oleh variabel partisipasi penyusunan
anggaran sebesar l3,5yo sedangkan sisanya
86,50 dijelaskan oleh variabel lain di luar
model. Uji Anova atau F fesl menghasilkan
signifikansi pvalue sebesar 0,000 atau p<0,05.
Hal ini berarti model regresi dapat digunakan
untuk memprediksi variabel akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah dengan
prediktornya yaitu variabel partisipasi
penlusunan anggaran. Pengujian selanjutnya
menunjukkan nilai koefisien partisipasi
penyusunrm anggaran sebesar 0,254 dengan

tingkat signifikansi p value sebesar 0,000 atau
p<0,05. Flasil ini menunjukkan bahwa
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh
positif signifi kan terhadap akuntabilitas kinerj a
instansi pemerintah kabupaten dan kota di
wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil analisis regresi untuk pengujian
keempat menunjukkan R'sebesar 0,142. Hal ini
berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah hanya bisa
dijelaskan oleh variabel partisipasi penyusunan
anggaran dan motivasi sebesar l4,2yo
sedangkan sisanya 85,60 dijelaskan oleh
variabel lain di luar model. Uji Anova atau F
resr menghasilkan signifikansi p value sebesar
0,000 atau p<0,05. FIal ini berarti model regresi
dapat digunakan untuk memprediksi variabel
akuntabilitas kinerja instansi pemerintatr daerah.
Penguj ian selanjutnya menunjukkan iXzp-Xzml
dengan tingkat signifikansi p value sebesar
0,043 atau p<0,05. Hasil ini menunjukkan
bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan
terhadap hubungan partisipasi penlusunan
anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah
kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi
penlusunan anggaran berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah. Selain itu, motivasi aparat
berperan sebagai variabel pemoderasi dalam
hubungan antara kejelasan sasaftm anggariul
dan partisipasi penyusunan anggaran dengan
akuntabi litas kinerj a instansi pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan
yaitu penelitian ini menerapkan metode survei
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vans dilaksanakan dengan pertanyaan tertulis'

i+t- ini menimbulkan persepsi yang berbeda

dari responden dengan keadaan sesungguhnya'

Kedua, penelitian ini hanya mengambil variabel

motivasi sebagai variabel pemoderasi' Ketiga,

penggunaan ilf-rating scale pada.pengukuran

A.uiLUititas kinerja instansi pemerintah daerah'

Implikasi penelitian yang diharapkan

dari penelitian ini adalah pertama, kejelasan

sasaran anggaran harus lebih dipeqelas dan

dibuat tpetltit serta tidak menimbulkan salah

interprestasi bagi pelaksana anggaran dalam

peningkatan atcuntabilitas kinerja instansi

p.*riintut daerah. Kedua, Partisipasi dalam

penyusunan anggaran perlu diperluas dan

aipetdulu* agar dapat meningka*an

akuntabilitas. Ketiga, motivasi aparat instansi

pemerintah daerah perlu dijaga konsistensinya

i* perlu ditingkatkan untuk pencapaian

akuntabilitas kinerja yang lebih maksimal di

lingkup pemerintah daerah. Keempat, penelitian

rntirauir*g diharapkan mempertimbangkan

pencarian-ukuran akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah daerah yang lebih obyektif.
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